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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada prinsipnya, kehidupan rumah tangga harusalidalehMawaddah

Warahmah(cinta dan kasih). yaitu bahwa

suami dan istri harus memerankan peran mereka giasasing, satu dengan
yang lain saling melengkapi.Di samping itu, harus juga mewujudkan
keseragaman, keeratan, kelembutan dan saling gmgsatu dengan yang lain
sehingga rumah tangga menjadi hal yang sangat mangkan, penuh
kebahagiaan, kenikmatan, dan melahirkan generasy ymik sehingga dapat

merasakan kebahagiaan dirasakan oleh orang tu&amere

Kadang kala suami dan istri itu terpaksa mengalkegagalan dalam
usaha membentuk dan menegakkan keluarga bahagiaai ddan kekal
dikarenakan adanya beberapa faktor penghalang daingnya dari dalam
keluarga maupun dari lingkungan keluarga. Di anfakdor tersebut, seperti
perbedaan sifat dan tabiat yang tidak pernah bbrgesta adanya perbedaan
mengenai pandangan dan tujuan hidup, dengan tiiydtlenturan dan hambatan

dalam keluarga, maka pada akhirnya suami isteri garabil jalan untuk

' Dedi JunaediBimbingan Perkawinan (membina keluarga sakinah meral-qur an dan as
sunnah).(Jakarta, Akademika Pressindo, 2002), HIm 2



menyelamatkan diri masing-masing dari siksaan lal@n batin yaitu salah

satunya adalah jalan perceraian.

Perceraian adalah suatu perbuatan yang halal wtapi yang paling
dibenci oleh Allah SWA. Perceraian juga merupakan suatu perbuatan yang
menjadikan terputusnya hubungan suami-isteri dga jierpisahnya hubungan

keluarga.

Istilah "perceraian” terdapat dalam pasal 38 Uigdandang Nomor 1
tahun 1974 yang memuat ketentuan Fakultatif bahRerkawinan dapat putus
karena kematian, perceraian, dan atas putusan gitarga Perceraian dalam
istilah figh disebut “talak” yang berarti “membuka ikatan, meatkan
perjanjian”. Perceraian dalam istildlgh juga sering disebutfurgah” , yang
artinya “bercerai”, yaitu “lawan dari berkumpul”.ekhudian kedua istilah itu
digunakan oleh para alfigh sebagai satu istilah yang berarti “perceraian suami

isteri”.3

Talak talaq) berasal dari katdtlaq, artinya melepaskan, menceraikan,
atau meninggalkan. Adapun menurut istilah, talaknygst melepaskan ikatan
perkawinan atau membubarkan hubungan perkawinamy ydilakukan oleh

suami?

%lbnu Hajar Al-Asqgalani,Bulughul Maram (Hadis-hadis Pilihan Tentang Islan{Bandung, CV
Diponegoro, 1999), Him 317

¥ Muhammad Syaifuddiriukum Perceraian( Jakarta,Sinar Grafika, 2014), Him 17

* Rachmat Taufiq Hidayafimanak Alam Islami Jakarta, Dunia Pustaka Jaya, 2006), Him 318
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Perceraian menurut Subekti adalah “penghapusakaweran dengan
putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dagerkawinan itu”. Jadi,
pengertian perceraian menurut subekti adalah p@ogha perkawinan baik
dengan putusan hakim atau tuntutan suami atau rnigan adanya perceraian,

maka perkawinan antara suami dan istri menjadafars.

Jadi, talak adalah menghilangkan ikatan perkawisahingga setelah
hilangnya ikatan perkawinan itu isteri tidak lagildl bagi suaminya. Ini terjadi
dalam talakba’in, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkavadalah
berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibabexkurangnya jumlah
talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dlzai dua menjadi satu, dan

dari satu menjadi hilang hak dalam tafak.

Perceraian merupakan alternatif terakhir (pintuudd) yang dapat
ditempuh oleh pasangan suami isteri apabila ikptakawinan sudah tidak dapat
dipertahankan lagi keutuhannya. Sifat alternatiikkir dimaksud, berarti sudah
di tempuh berbagai cara dan tehnik untuk mencadak®ian diantara kedua
belah pihak baik melaluhakam (penengah) dari kedua belah pihak maupun

langkah-langkah dan tehnik yang dianjurkan olelyéd-an dan Hadits.

Pada saat suatu Talak itu merupakan satu-satatgra yang paling baik,
talag merupakan pintu rahmat yang selalu terbulkg batiap orang, dengan

tujuan agar tiap-tiap suami dan istri mau berirgkgd diri dan memperbaiki

® Tihami dan Sohari Sahrarfijkih Munakahai(Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013), Him 230
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kekurangan dan keasalahan pada diri masing-maSeglgnjutkan memulai lagi
kehidupan yang baru bersama orang lain seperti ydingyinkan dengan
menjadikan kehidupan rumah tangga yang lalu sebpgaibelajaran dan di

jadikan pengalaman di masa yang akan datang.

Agama Islam tidak menutup mata terhadap hal-hag yarsebut diatas,
agama Islam membuka suatu jalan keluar dari kesutitmah tangga yang tidak
dapat diatasi lagi. Jalan keluar itu di mungkinkamatu perceraian, baik melalui
Talak, Khuluk dan lain sebagainya. Jalan keluatidak boleh ditempuh kecuali

dalam keadaan terpaksa atau darurat.

Jika sudah terjadi suatu perceraian berarti kdzklah pihak telah siap
untuk menanggung resiko maupun akibat-akibat yda@mn derjadi baik dalam
hubungan antara suami dan istri dan juga antaragotaa dengan anak atau
keturunannya, salah satu akibat dari perceraiasehlet yaitu: mengenai
pemberian nafkah bekas suami terhadap istrinya giceyaikan berserta anak

keturunannya.

Bila perkawinan nya putus maka akan menimbulkaog@an baru sebagai

akibat dari putusnya perkawinan tersebut, antamaaldalah :

1. Mengenai hubungan suami istri, sudah jelas bahkdmata pokok dari
perceraian, persetubuhan menjadi tidak boleh kagapi mereka boleh
kawin kembali sepanjang ketentuan hukum masingagasgamanya dan

kepercayaannya itu membolehkan.
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2. Mengenai anak, menurut kententuan pasal 41 suln & dindang-undang
Nomor Tahun 1974 tentang perkawinan, baik ibu atabapak
berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknsgmata-mata
berdasarkan kepentiangan anak, dimana bapak bguaggawab atas
semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang likaer anak-anak itu.
3. Mengenai harta benda, menurut ketentuan pasal 38&arngpundang
Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, harta belateem perkawinan
ada yang di sebut harta bersama yakni harta besrua yeroleh masing-
masing sebagai hadiah warisan sepanjang para pidl@k menentukan
lain. Dalam penjelasan pasal 35 Undang-undang yamka, apabila
perkawinan putus maka harta bersama tersebut dm&murut hukum

masing-masing.

Selain itu juga ketika terjadi perceraian tidaklgeas dari kewajiban
mantan suami terhadap nafkah mantan isteri, dalampfdasi Hukum Islam
pasal 19 menyatakan bahwa: “bilamana perkawinamspiiarena perceraian,
maka mantan suami wajib memberi nafkah, makan,kiamah kepada kepada
mantan istrinya selama dalam masa iddah, kecuslitédah dijatuhi talak ba’in

atau nusyuz dalam keadaan tidak h&mil.

Begitupun dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 149nMa suami wajib :

® Dwi Putri Yani,.Proses Penyelesaian Perkara Hak Nafkah Istri dilag&uami Dalam Masa
Iddah, Skripsi(Palembang, UIN Raeden Fatah Palembang. 2010)k, Tideerbitkan, HIm 4
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1. Memberikan mut'ah (sesuatu yang layak pada mardiimya, baik
berupa uang atau benda) . kecuali mantangetria al dukhul.

2. Memberikan nafkah, makan dan kiswah (tempat tinggal pakaian)
kepada mantan isteri selama dalam masa iddah, Ikecaatan istri
telah dijatuhi talak ba’in atau nusyus dan dalaesdean tidak hamil.

3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnyasdparuh apabila
gobla al dukhul.

4. Memberi biayahadlanah(memelihara anak) untuk anak yang belum

mencapai umur 21 tahun.

Kewajiban suami memberi nafkah untuk istrinya tidekbatas ketika
masih dalam ikatan perkawinan saja, logikanya kepkrkawinan putus maka
gugur pula kewajiban memberi nafkah, atau putusa pobk istri untuk
mendapatkan nafkah dari bekas suaminya. Akan fet@ra’ mempunyai
ketentuan lain, bahwa istri yang di talak atau eliadkan oleh suaminya masih
mempunyai hak nafkah dalam waktu tertentu, yaktdardanasa iddah atau masa

menunggu wajib di beri nafkéh.

Dari uraian tersebut dapatlah dipahami bahwa peamberafkah yang
dilakukan mantan suami terhadap istri yang di cemarupakan suatu bentuk

pemberian sejumlah harta kekayaan atau penghdslamilik mantan suaminya

"CetrianaTinjuan Hukum Islam Terhadap Pasal 5 Peraturan Pameh No. 45 Tahun 1990
Tentang Hak Nafkah Isteri Pegawai Negeri SigKripsi, (Palembang, UIN Raden Fatah
Palembang, 2008) Tidak di TerbitkaHJm 7
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yang di pergunakan untuk keperluan bagi isteri daak-anak nya dalam

kelangsungan hidupnya.

Sehubungan dengan kewajiban bagi orang tua yamngriaemaka nafkah
bagi istri yang di ceraikan sering menimbulkan palan hukum, karena masing-
masing pihak suami dan istri dapat saja melapadkaggung jawab atau
mengabaikan pemberian nafkah. Untuk itu baik Undamdpng Perkawinan
Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yarenjadi landasan secara
tersirat serta dapat dilaksanakan setelah adanyasgu pengadilan yang

berwenang.

Persoalan nafkah dalam kehidupan suami istri m&arpanasalah yang
sangat penting. Kewajiban memberi nafkah kepadaitigttidak hanya terbatas
dalam ikatan suami istri saja, akan tetapi ketiésati perceraian antara suami

dan istri tersebut pun kewajiban memberi nafkahim@sap dilaksanakah.

Penyelesaian perkara nafkah istri yang ditalak sugan kedua-duanya
orang Islam adalah kewenangan Pengadilan AgamaanDalelaksanaannya
adalah di dasarkan kepada wilayah tempat tingdnelkpyang berperkara, seperti

Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang.

Akan tetapi, yang menjadi permasalahannya adalahyalka nya

masyarakat khususnya yang bercerai di wilayah pededidak mengikuti

8 Mahmud Yunus.Hukum Perkawinan Islam Menurut Mazhab Syafii, Handaliki, dan
Hambali.(Jakarta. Sinar Grafika, 2001) Hlm 122
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perceraian di wilayah Pengadilan Agama, hanya rselekan perceraiannya di

petugas Pencatat Nikah setempat.

Banyaknya faktor yang menjadi alasan masyarakata Digsyapati
Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan llin ibhgrcerai hanya di
pejabat pemerintah setempat adalah faktor ekonamiaktor jarak, dikarenakan
dilingkungan wilayah pemerintahan ogan ilir belumempunyai pengadilan
agama, Jadi pihak yang bercerai harus merujuk ke Pergyadigama Kelas 1A
Palembang dan masyarakat juga masih sangat sgdikit mengerti bagaimana
cara menyelesaikan perkara di pengadilan ditamkagah faktor ekonomi tidak
mampu untuk membayar demi mendapatkan bantuan hdewinPengacara atau
Penasehat Hukum. Itulah yang menjadi kendala damiconemasyarakat yang
bercerai hanya melaksanakan perceraian di pemeaimtasetempat yang
kemudian memicu tidak bertanggung jawabnya manteams terhadap nafkah

mantan istri yang sudah di talak.

Contoh kasus permasalahan nafkah istri yang sud#édlatk pada tahun
2014 adalah Bapak Daud dan lIbu Damayanti yang tarcanya di pejabat P3N
setempat dikarenakan beberapa faktor yang memleladriga yang bercerai ini
memilih untuk tidak bercerai di Pengadilan Agama deemilih untuk bercerai di

pejabat pemerintahan Desa setempat, setelah hewt@napihak perempuan

® Gudang Rohim (P3NWWawancara Terdahuldanggal 4 April 2015 Pukul 10:30
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kembali kerumah orang tuanya dalam keadaan hamikdmpai melahirkan dari

pihak mantan suami tidak pernah sedikitpoun memaeritafkah’

Di sinilah yang menjadi letak permasalahannya, kpjeng bercerai yang
melaksanakan perceraian diwilayah pemerintahamgetiehanya tidak mengerti
kewajiban suami terhadap mantan istri yang sudaerainya setelah proses

perceraian itu dalam keadaan apapun.

Hal ini tidak sesuai dengan undang-undang perkawiti@n membuat
pihak istri mengalami kerugian dikarenakan tidakarg@d nafkah dari pihak
mantan suami. Dari permasalahan ini peneliti betgpat bahwa permasalahan

ini baik untuk diteliti.

Untuk mengetahui dan mengungkap persoalan terselmara mendalam,
maka penulis akan mengadakan penelitian lebih tahjm secara langsung di
Desa Mayapati Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupagam llir terhadap
masalah ini, selanjutnya penulis tuangkan dalantulemlisan skripsi yang diberi
judul “Tinjauan Figh Munakahat Terhadap Nafkah Istri yang Sudah Ditalak
pada Masyarakat Desa Mayapati Kecamatan Pemulutanebatan Kabupaten

Ogan llir".

' Op.cit. Wawancara terdahulu.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas didépatumusan

permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pemberian nafkah istri yang siitglak pada
masyarakat Desa Mayapati Kecamatan Pemulutan Sefatupaten
Ogan llir?

2. Bagaimana tinjauan Figh Munakahat terhadap periasal
pemberian nafkah isteri yang sudah Ditalak padayamakat Desa

Mayapati Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten {igan

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses pemberian nafkah istri yamah Ditalak
pada masyarakat Desa Mayapati Kecamatan Pemuluata®s
Kabupaten Ogan llir.

3. Untuk mengetahui tinjauan Figh Munakahat terhadapnpsalahan
pemberian nafkah istri yang sudah Ditalak pada arakat Desa

Mayapati Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten {igan
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D. Manfaat Penelitian

Dengan mengadakan penelitian dalam penulisan sknipsnanfaat yang

diinginkan dan dicapai oleh penulis adalah :

1. Secara teori sebagai penambahan dan pengembangan
pengetahuan terutama dalam bidang hukum islam khyaufigh
munakahat.

2. Secara praktis hasil penelitian dan analisis daneptian ini adalah
dapat menjadi sumbangan yang bermafaat dan tambaf@masi
bagi ilmu hukum islam, khususnya bidang perdata dakaligus
sumbangan pemikiran bagi masyarakat tempat dilakssnpenelitian
dan Almamater Faklutas Syari'ah dan Hukum UIN Rad&tah
Palembang.

E. Tinjauan pustaka

Sebelumnya persoalan nafkah istri yang sudah Ritaleh suami di
lakukan oleh berbagai kalangan akademisi, adapug parnah dilakukan oleh
Dwi Putri Yani, dengan Skripsi yang membahas temtgmoses penyelesaian
perkara nafkah istri di Pengadilan Agama Kelas lAldbang” dengan
mengkhususkan penelitian pada maddah' Juga Skripsi yang dibahas oleh
Cetriana yang membahas tentafignjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 5

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Nafkah Istri Pegawai

" Dwi Putri Yani.Proses Penyelesaian Nafkah Istri di Pengadilan Ag#mlasl ASkripsi
(Palembang, UIN Raden fatah Palembang, 2010)kTddtarbitkan, HIm 10
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Sipil. Yang juga mengkhususkan penelitian masa id8aBejanjutnya juga
penelitian dilakukan oleh Fhriska Dwi Pebrina yangmbahas Skripsi tentafig
Pandangan Imam Ahmad Ibn Hanbal Tentang Nafkah ystng Dithalak Bain
dan Relevasinya dengan Kompilasi Hukum Isldbengan mengkhususkan
penelitian pada pandangan para ulama tentang nadkahyang ditalak ba'in,

khususnya pandangan imam Ahmad Ibn Hafbal.

F. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian
Penelitian ini di lakukan di Desa Mayapati Kecamatemulutan
Selatan Kabupaten Ogan llir Propinsi Sumatera &elat

2. Jenis Penelitian
Jenis data dalam penelitian ini dikategorikan p&ael lapangan
sebagai langkah untuk mengetahui pelaksanaan pembeafkah
terhadap isteri yang sudah di talak oleh suamibgngan ini maka
penulis melakukan metode penelitianKualitatif  dengan
mengaplikasikan pendekatan survei. Metode surveilahdd usaha

mencari data yang sebanyak-banyaknya secara meulyelu

12CetrianaTinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 5 Peraturan @@mah Nomor 45 Tahun 1990
Tentang Hak Nafkah Istri Pegawai Negeri Sipkripsi. (Palembang,UIN Raden Fatah
Palembang) Tidak diterbitkan.

" Fhriska Dwi PebrinaPandangan Imam Ahmad Ibn Hanbal Tentang Nafkahylatrg Dithalak

Bain dan Relevasinya dengan Kompilasi Hukum IsEknipsi. (Palembang, UIN Raden Fatah
Palembang, 2011) Tidak diterbitkan. HIm 11
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3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian, Dendamikian
populasi adalah semua objek yang akan diteliticdianobyek itu akan
diambil sebagian yang akan mewakili untuk mengimfasikan data
yang diperlukan. Populasi dalam penelitian ini adaeluruh individu
yang terlibat dalam permasalahan perceraian, dinthawabil data
perceraian dari tahun 2012 sampai dengan 2014.
Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang dkaliti. Dari
sini penulis dapat menyimpulkan bahwa sampel ads¢akorang atau
individu yang dipilih atau terpilih untuk mewakitlari keseluruhan
individu yang ada dalam suatu penelitian. Adapumps dalam
penelitian ini menggunakan tekn#mple random samplinglalam
tehnik ini sampel dipilih secara acak tanpa memgdédan tingkatan,
oleh karena itu setiap individu yang ada dalam fagpumemiliki

peluang untuk terpilih sebagai subyek penelitian.

4. Sumber Data
Jenis data dalam penelitian ini ada tiga macampiyakmer, skunder
dan tersier. Data primer adalah data pokok yangulnaer dari lokasi
penelitian, yakni para pihak yang bercerai dengagpulasi dari tahun
2012 sampai dengan tahun 2014 dan pejabat pemckadit setempat

dengan metode wawancara dan obseaSedangkan data skunder

14 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukui@dakarta, Sinar Grafika, 2011), Him 106
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adalah data penunjang yang bersumber dari buku-kektang
permasalahan perkawinan, seperti: Undang-undangoNdmtahun
1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kasapiukum
Islam, buku-buku hukum perkawinan dan hukum peraeraluga ditu

njang oleh data tersier yaitu data penunjang sapedia internet.

. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan beberapa cara sebagauberik

1. Dokumentasi
Dokumentasi maksudnya adalah mengamati data-databerupa
kearsipan dan mencatatnya.

2. Wawancara
Wawancara adalah peneliti melakukan wawancara Ugnggs
kepada pejabat pencatat nikah atau orang yangraerperhadap
permasalahn perkawinan dan juga bebebrapa pihag yadah
bercerai di desa serta masyarakat lain yang dimildi dalam
permasalahan perkawinan. Wawancara dilakukan setamdalam
sehingga penulis membuat daftar pertanyaan untukorpan
wawancara. Wawancara yng dilakukan terhadap satangor
responden akan mendapatkan informasi yang reddiif Ibersifat
objektif bila dibandingkan dengan responden lel@h dua orang

atau kelompok.
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6. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh secara langsung dari masyatskfit yang
dilakukan melalui wawancara, observasi dan lainmgupakan
data primer. Juga ada data skunder yang berasdiudar figh dan
hukum Islamt> Dengan ini juga penulis menggunakan analisis
deskriptif kualitatif, yaitu data yang terkumpulaah berdasarkan
proses pengamatan dan lebih bersifat deskriptimgmaran).
Selanjutnya dilakukan Penarikan kesimpulan secataktif yaitu
menjelaskan permasalahan-permasalahan yang umuichiaddmiri

dengan kesimpulan berupa pernyataan yang khusus.

!5 Joko Subagydyletode Penelitian dalam Teori dan Praktédakarta, Rineka Jaya, 2011),HIm
87
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BAB Il

GAMBARAN UMUM DESA MAYAPATI

A. Letak dan Batas Wilayah
Desa Mayapati termasuk dalam wilayah KecamatanuRgam Selatan
Kabupaten Ogan llir, yang memiliki wilayah seludsHa.
Dengan batas-batas wilayah Desa Mayapati :
* Sebelah Utara berbatas dengan Lebak Rengas MulgiSiebung.
» Sebelah Timur berbatas dengan Desa Pematang Bangsal
* Sebelah Selatan berbatas dengan Lebak Tanah MasAgagayam.
» Sebelah Barat berbatas dengan Desa Sungai Lelung Il
Desa Mayapati terletak pada posisi yang sangategisa sehingga
memudahkan masyarakat untuk berpergian kearah reajaadalam wilayah
Kecamatan Pemulutan Selatan seperti pasar senin latsa disebut oleh
masyarakat sekitar adalah kalangan senin atauk@dampat lain seperti kantor
kecamatan dan lain sebagainya. Desa Mayapati bags@n besar merupakan

rumah penduduk yang dikelilingi oleh air dan sungai

B. Jumlah Penduduk
Jumlah penduduk Desa Mayapati, seluruhnya berjuthl@54 jiwa terdiri
dari 905 laki-laki dan 749 perempuan serta temiii 372 kepala keluarga. Ini

jumlah penduduk tahun 2015, namun jumlah penduduknasih dapat berubah
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setiap saat dikarenakan tiap tahun jumlah pendimiukerubah'® Dikarenakan
setiap bulan dalam setahun terjadi penambahan éagupngan, penambahan
dan pengurangan dimaksud adalah dimana penambahadi tketika terjadi
perkawinan atau pernikahan dan pengurangan téwgaitia adanya kematian atau
meninggal dunia masyarakat Desa Mayapati.

Desa Mayapati terdiri dari 3 Dusun dan 6 RT dimaap Dusun terdiri
dari 2 RT yang dihuni oleh masyarakat asli Desa &payi dan tidak ada

pendatang dari wilayah luar.

Tabel 1

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No Jenis Kelamin Jumlah Jiwa %
01 | Laki-laki 905 57,17
02 | Perempuan 749 42.83

Jumlah 1.654 100

C. Agama dan Kepercayaan

Masyarakat Desa Mayapati keseluruhan menganut Adslarma dan tidak
ada yang menganut kepercayaan lain dan juga aldeiskean tidak ada yang

keluar dari ajaran agama Islam.

'8 Dokumentasi Laporan Kantor Desa Mayapati Bulgpt&aber Tahun 2015
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Tabel 2

Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama yang dianut

No Agama Jumlah Jiwa %

01 | Islam 1.654 100.00

02 | Kristen 0 0
Jumlah 5.361 100

Sumber. Laporan Kantor Desa Mayapati Tahun 2015
Tabel 3

Jumlah Sarana Ibadah Masyarakat desa Mayapati

No Sarana Ibadah Jumlah %
01 | Masjid 1 87
02 | Musholah 1 13
03 | Gereja 0 0
Jumlah 2 100

Sumber : Laporan Kantor Desa Mayapati Tahun 2015

D. Mata Pencaharian
Penduduk Desa Mayapati yang berjumlah 1.654 jiwgpéda umumnya
adalah petani padi atau peternak dan sebagianhadalaswasta dan pegawai

swasta’ Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibaivéh

7 Op,Cit, Dokumentasiaporan Kantor Desa MayapaBulan Septembefahun 2015
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Tabel 4

Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No | Jenis Pekerjaan Jumlah | %
Jiwa

01 | Petani Padi 553 85,14

02 | PNS/ BUMN 18 3,12

03 | Wirausaha 9 1,79

04 | Petani/Peternak 12 1,89

05 | Pengrajin Tenun 48 8,06
Jumlah 640 100

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlahdpdok berdasarkan
lapanagan kerja sangat variatif, dan jumlahnyaktiseimbang. Sebagian besar
warga memiliki lapangan kerja sebagai petani Ptali aerternak dan pengrajin

tenun. Yang paling sedikit warga bekerja menjadiangah’,

'8 Op,Cit Dokumentasi Laporan Kantor Desa Mayapati B@a&ptembeTahun 2015
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E. Tingkat Pendidikan
Tabel 5

Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No | Tingkat Pendidikan Jumlah %
01 | Tidak Tamat SD 108 6,75
02 | Tamatan SD 473 28,46
03 | Tamatan SMP 522 31,56
04 | Tamatan SMA 455 27,23
05 | Diploma 68 4,25
06 | S1, S2, S3 28 1,75
Jumlah 1.654 100

Rata-rata warga desa Mayapati adalah tamatan S#P Madrasah
Tsanawiyah, tetapi juga banyak yang hanya tamabl8eldasar, dan masih ada
beberapa yang tidak pernah selesai mengenyam jjeardidMeskipun demikian,
juga ada beberapa warga yang sudah mencapai pebiploma dan Sarjafia

Untuk kelangsungan pendidikan masyarakat desa pédly&ecamatan
Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan llir hanya tersatana pendidikan mulai
tingkat Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar, mesksarana pendidikan di
desa ini tidak banyak dan tidak begitu lengkappietiiddesa yang tidak jauh dari

desa Mayapati yaitu desa Sungai Lebung yang meanpakiuk desa di Wilayah

9 Op,Cit Dokumentasi Laporan Kantor Desa Mayapati B@&ptembeTahun 2015
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Pemulutan Selatan, inilah sarana pendidkanya cléngkap dari Tingkat Taman

Kanak-kanak sampai Sekolah Menengah Atas.

Tabel 6

Jumlah Sarana Pendidikan

No Sarana Jumlah %
01 | Taman Anak-anak 1 50
02 SD/ Sederajat 1 50
03 SMP/ Sederajat 0 0
04 SMA/ Sederajat 0 0
Jumlah 2 100

F. Struktur Pemerintahan

Berdasarkan undang-undang pemerintahan desa tentmsynan
organisasi desa, maka susunan pemerintahan desapMayKecamatan
Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan llir adalah Kepaisa, Sekretaris Desa,
Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Dusun (Kades)bd&ga Adat, P3N dan
RT.

Kades adalah kepala Desa yang memimpin desdteydeepala Desa itu
sendiri adalah perangkat daerah sebagai unsurgaglakewenangan pemerintah

yang dilimpahkan oleh Camat kepada Kepala Desaad pgkoknya adalah untuk
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memimpin, mengatur, mengendalikan dan mengkoorittaasseluruh kegiatan
penyelenggara kewenangan pemerintah yang telahpdikan oleh Camat.
Untuk melaksakan tugas dan wewenangnya, Kepala Ddmntu oleh
Sekretaris Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Kepala (Kadus), Lembaga
Adat, P3N dan RT.
Adapun susunan kepengurusan Kepala Desa dan &tariatahan Desa
Mayapati adalah sebagai beriktf :
Kepala Desa dijabat oleh : Aman Basri
Sekretaris Desa dijabat oleh : Sodikin Agani
P3N : Ahmad Gudang Rohim
Badan Perwakilan Desa : Ketua : Sariman Usman.
Wakil : Asmawi Ahmad
Anggota : 1. Nas Naning
2. Afrizal
3. Darussalam
4. Mukhlis Jailani.
Kepala Dusun dijabat oleh  : Dusun | : Ahmad Usma
Dusun Il : Adi Satar
Dusun Il : Arsa Ya
Lembaga Adat dijabat oleh : Abdullah Bai'din

RT dijabat oleh :Rt 01 : Mastari

0 Dpokumentasi Kantor Desa Mayapati Bulan Septemb&b2
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Rt 02 : Sopuan

Rt 03 : Guntur Arsyad
Rt 04 : Teguh Mustopa
Rt 05 : Rebu Ajan

Rt 06 : Mahruf Sulaiman

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, maka lKdpasa berpungsi
sebagai berikut:
1. Penetapan visi, misi dan rencana strategis desa.
2. Penyusunan program dan rencana kerja desa.
3. Prumus kebijakan teknis penyelenggara pemerintaimbpngunan dan
kemasyarakatan
4. Pelaksana koordinasi, pembinaan, pengawas danmpéagg pelaksanaan
program di desa.
5. Pelaksana Evaluasi pro
6. gram kerja kepada wilayah melalui Camat.
Disamping Kepala Desa ada Seketaris Desa (Sekdes)
Secara umum tugas pokok sekdes adalah untuk memimprencanakan
program kerja, mengatur, mengordinasikan dan melajéan keskretariatan,
Fungsi sekdes adalah sebagai berikut:

1. Menyusun program dan rencana kerja serta anggasan d
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2. Melaksanakan kebijakan dibidang kesekretariatan,nyeiengarakan
kegiatan dibidang adminitrasi (umum, kepegawaianeuakgan,
perlengkapan serta rumah tangga desa)

3. Mengkordinasikan dan mengevaluasi program Kkerja idaiiy
kesekretariatan.

Adapun tugas dan fungsi masing-masing seksi bidaegara umum
adalah untuk memimpin, merencanakan, mengatur, koedigasikan dan
mengendalikan program kerja sesuai seksi bidangngrasasing, sehingga tugas
pokok dari seksi itu umumnya adalah sebagai berikut

1. Penyusun program dan rencana kerja.

2. Prumus serta melaksanakan kebijakan dalam rangk&nemgan yang
diberikan oleh Camat

3. Penyelengara kegiatan

4. Pengordinasi, pengawas dan pengevaluasi kegiataraisdengan seksi
bidang masing-masifiy

G. Keadaan Masyarakat

1. Agama

Masyarakat Desa Mayapati keseluruhan pendudukrgagamut agama
islam (100,00%), dan memang sejak dari dulu kegkbamwr masyarakat menganut
agama islam. Berdasarkan uraian tersebut dapattabike bahwa seluruh

penduduk Desa Mayapati itu beragama Istam.

2L Op,Cit Dokumentasi Laporan Kantor Desa Mayapati B@&ptember Tahun 2015
2 Op,Cit. Dokumentasi kantor Desa Mayapati September Tahif 20
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Tabel 7

Sarana-sarana ibadah yang ada di Desa Mayapati

No | Sarana Jumlah

01 Masijid 1

02 Musholla 1

03 Gereja 0
Jumlah 2

Memperhatikan sarana peribatanan umat Islam diaDbRyapati

Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan llaraekeseluruhan Masijid

dan Musholla. Sarana tersebut dimanfaatkan untgikaten keagamaan seperti

pengajian, ceramah-ceramah agama serta kegiatakranak untuk belajar

membaca al-Qur’'an dan kegiatan lainnya.

Kehidupan masyarakat Desa Mayapati Kecamatan RénulSelatan

Kabupaten Ogan llir senantiasa dihiasi dengan karilberagama, baik dalam

acara perkawinan, khitanan, kematian, maupun dalpatara keagamaan. Di

samping itu kepekaan masyarakat terhadap ibadal sagup tinggi, ini semua

dapat dibuktikan dengan ikut berperan aktif dalatiap kegiatan keislaman,
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seperti membayar zakat, pengajian, peringatantbesar Islam (PHBI) dan lain

sebagainnya.

2. Adat Kebiasaan

Masyarakat desa Mayapati pada umumnya masih meayaerhal-hal
yang mistis yang diluar akal pikiran biasa, seppeticaya kepada benda-benda
terdahulu seperti keris pusaka dan sebagainya. ilypadda masyarakat yang
meninggal maka dilaksanakan tahlilan pada malantaer, ketiga, ketujuh,
jum’at an, dan 40 hari meninggalnya masyarakat yamah meninggal tersebut.
Juga pada tahun selanjutnya apabila sudah sammumaladan bulan yang sama
pada saat masyarakat meninggal tersebut maka allakan menemui hari, itu
dilakukan bagi orang-orang yang benar-benar maragisdgi ekonomi.

Adat perkawinan juga melaksanakan acara hantdatzan yaitu
pemberian sejumlah barang seperti sembako danapmrainempelai perempuan
oleh pihak calon mempelai laki-laki sehari sebelakad nikah dilaksanakan.
Selain itu juga malam sebelum acara resepsi dath mkah dilaksanakan maka
para muda-mudi yang datang dari desa setempatug@ndesa-desa tentangga
berkumpul dirumah pihak laki-laki sambil membuaka@si rumah dan dekorasi
bungkus sendok, dari sinilah kemudian juga para amaddi ini berkenalan

dengan lawan jenisnya yang kemudian mengenal saa dain dan tidak

% Wawancara, Bapak Gudang Rohim, Mantan P3N DesapédiyTanggal 27 September 2015
Pukul 10 : 30 WIB
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mustahil pada lain waktunya akan ada rasa suka saka diantara muda-mudi
tersebut.

Apabila yang mengadakan resepsi pernikahan itdallen pesta seperti
orkes melayu atau orgen tunggal dan diadakan slangnalam, maka beberapa
tahun terakhir ini diadakan acara lelang tembdlnge tembak yaitu permintaan
bantuan dari pihak yang mengadakan resepsi kepatimgan yang datang untuk
membantu berupa uang yang sudah ditentukan olehigoa@an apabila tiba
waktunya orang yang membantu pihak yang mengada&ara resepsi tersebut
maka wajib bagi orang yang meminta bantuan membdgagan jumlah yang
sama atau bahkan melebihi kepada orang yang tedatbantunya.

Setelah hari dan malam resepsi telah selesai, peda malam besoknya
diadakan acara pembukaan kado yang diterima olétakenempelai laki-laki dan
perempuan dirumah mempelai laki-laki yang dinamakembubaran panitia,
disini juga selain orang tua pada umumnya juga &kmpara muda-mudi yang
berkumpul untuk sama-sama menyaksikan apa kado gaegma oleh kedua

mempelai laki-laki dan perempuan tersefiut.

3. Kesehatan
Dalam bidang kesehatan masyarakat Desa Mayapatankaan
Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan llir dapat dikaiiean baik. Hal ini dapat

dilihat dari keberadaan sarana dan prasarana peurkesehatan. Sarana

24 Wawancara, Sarmadi Ayat, Ketua Karang Taruna Dsgpati Tanggal 28 September 2015
Pukul 14 : 00 WIB
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kesehatan yang ada di Desa Mayapati terdiri ddoudh Posyandu dan 1 buah
Poskesdes (Pos Kesehatan Desa) yang ada didespddagarana ini digunakan
agar dapat mempermudah dan membantu masyarakat Wdagapati untuk

melakukan perobatan dan pelayanan kesehatan fainya

% Wawancara, Leny Triski Treza, Bidan Desa di Podée®esa Mayapati Tanggal 29 September
2015 Pukul 09:30 WIB



29

BAB IlI

TINJAUAN UMUM TENTANG NAFKAH

SETELAH PERCERAIAN

A. Istilah dan Pengertian Perceraian

B.

Kata “cerai” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesrarb pisah atau
putus hubungan sebagai suami istri atau bisa jugabut dengan Talak.

Kemudian, kata “perceraian” mengandung arti peh@isaatau perihal bercerai
antara suami istri dan tidak bercampur hubungairffag

Istilah “perceraian” terdapat dalam Pasal 38 Ugdamdang Nomor 1
Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahvperkawinan dapat putus
karena kematian, perceraian, dan atas putusan ditrga Jadi, istilah
“perceraian” secara yuridis berarti putusnya perkaw yang mengakibatkan
putusnya hubungan sebagai suami istri sebagaimarikan dalam Kamus Besar

Bahasa Indonesia diatas.

Putusnya perkawinan karena kematian disebut derfgarai mati’,

sedangkan putusnya perkawinan karena perceraia@ &tlza) istilah yaitu cerai

% Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke@ldakarta, Balai Pustaka, 1997), him 185.
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gugat dan cerai talak dan putusnya perkawinan kgpatusan pengadilan disebut

dengan istilah “cerai bataf”.

Untuk menyebut putusnya perkawinan dengan istdéitah tersebut, terdapat

beberapa alasan, yaitu :

a. Penyebutan istilah “cerai mati dan cerai batalakianenunjukkan kesan
adanya perselisihan antara suami istri;

b. Penyebutan “cerai gugat dan cerai talak” menunjaokkasan adanya
perselisihan antara suami istri;

c. Putusnya perkawinan baik karena putusan pengantirpun perceraian

harus berdasarkan putusan pengaditan.

Perceraian dalam istilatigih disebut dengan “talak” yang berarti
“membuka ikatan, membatalkan perjanjian”. Perceralalam istilahfigih juga
sering disebutftrgoh”, yang artinya “bercerai”, yaitu “lawan dari berkuutip
kemudian kedua istilah tersebut digunakan oleh ghlidigih sebagai satu istilah

yang berarti “perceraian suami istri”.

Perceraian berakibat hukum putusnya perkawinan ydregarti
berakhirnya hubungan suami istri. Putusnya perkamvitu ada dalam bentuk
tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berlekemntuk putusnya

perkawinan itu. Dalam hal ini ada 4 (empat) kemumak, sebagai berikut:

?” Muhammad Syaifuddiriukum Perceraian(Jakarta,Sinar Grafika, 2014), him 16.
%8 |bid him 16
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a. Putusnya perkawinan karena atas kehendak Allahirsemelalui
matinya salah seorang suami istri. Adanya kematiamenyebabkan
dengan sendirinya berakhir hubungan perkawinan.

b. Putusnya perkawinan atas kehendak suami karenayadalasan
tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan amcaprtentu.
Perceraian dalam bentuk ini disebut talak.

c. Putusnya perkawinan atas kehendak istri karenanmglihat sesuatu
yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkami stidak
berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya gwarkan yang
disampaikan istri dengan cara tertentu ini diteriod@h suami dan
dilanjutkan dengan ucapan untuk memutuskan perkawitu. Putus
perkawinan dengan cara ini disebut dengan “cergagu

d. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagak pietiga
setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan isttauyang
menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan ijalamkan.

Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebsakh?®

Perceraian menurut Pasal 38 Undang-undang NomahanT1974 adalah
“putusnya perkawinan”. Adapun yang dimaksud dergzikawinan adalah Pasal
1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah “Ikagam batin antara seorang

laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami @engan tujuan

» Muhammad SyaifuddirQp, Cit.HIm 18
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membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia ldkal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa”. Jadi, perceraian adalaisipya ikatan lahir batin
antara suami dan istri yang mengakibatkan berajhirihnubungan keluarga

(rumah tangga) antara suami istri tersebut.

Pengertian perceraian dapat dijelaskan dari bebepapspektif hukum

berikut :

a. Perceraian menurut hukum Islam yang telah dip&aittifdalam Pasal
38 dan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah
dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahaibs,
mencakup antara lain sebagai berikut :

1) Perceraian dakam pengertian cerai talak, yaituepaian yang
diajukan permohonan cerainya oleh dan atas irfisiaéimi kepada
Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berladuserta
segala akibat hukumnya sejak saat perceraian ityatiikan
(diikrarkan) didepan sidang Pengadilan Agama.

2) Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaituepsian yang
diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiaifi ikepada
Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berladgserta
segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Eéagagama

yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
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b. Perceraian menurut hukum agama selain hukum Isi@amg telah
yang telah diposititkan dalam Undang-undang Nomdrahun 1974
dan dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomortui 1975,
yaitu perceraian yang gugatan cerainya diajukah dén atas inisiatif
suami atau istri kepada Pengadilan Negeri, yanggdiap terjadi
beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak Eaadaftarannya

pada daftar pencatatan oleh pegawai pencatat thrk@atatan Sipil.

Menurut Subekti perceraian adalah “penghapusanapémian dengan
putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dglerkawinan itu’® Jadi,
pengertian perceraian menurut subekti adalah p@uogha perkawinan, baik
dengan putusan hakim maupun atau tuntutan suamiistida Dengan adanya
perceraian, maka perkawinan antara suami dannstrjadi terhapus. Namun,
Subekti tidak menyatakan pengertian perceraiangselpgnghapusan perkawinan

itu dengan kematian atau lazim disebut dengan deisgkah “cerai mati”.

Lebih lanjut, juga dijelaskan bahwa perceraian walen diperbolehkan,
tetapi dalam agama Islam tetap memandang bahwarpeme adalah sesuatu
bertentangan dengan asas-asas Hukum Islam sebagayaag ditegaskan oleh

Nabi Muhammad.

Bentuk-bentuk perceraian yang mengakibatkan putupeykawinan yang

diatur dalam hukum Islam, yang dapat menjadi aladasan hukum

%0 Subekti,pokok-pokok Hukum Perdatg@lakarta, Internusa, 1985), him 42
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perceraiannya dan bermuara pada cerai talak damn gegat yang telah diatur
dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan PeraRgeerintah Nomor 9
Tahun 1975, dalam Skripsi yang kamis tulis yang ujsér pada cerai talak
dengan penjelasan bahwa dalam hukum Islam hak talakanya diberikan
kepada suami (laki-laki) dengan pertimbangan, babada umumnya suami lebih
mengutamakan pemikiran dalam mempertimbangkan tesderi pada istri
(wanita) yang biasanya bertindak atas dasar eniai.ini dimaksudkan agar
terjadinya perceraian lebih dapat diminimalisagii geada hak talak diberikan

kepada istrf*
C. Pengertian dan Hukum Talak

Secara harfia, talak berarti lepas dan bebas.tddiingkan kata talak dalam
arti kata ini dengan putusnya perkawinan, karertaransuami dan istri sudah

lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas.

Menurut bahasa, talak berarti melepas tali dan nebadkan. Misalnya,
nagah thalagunta yang terlepas tanpa diikat). Menurut syarelepas tali nikah
dengan lafal talak atau sesamanya. Menurut ImamaWavdalam bukunya
Tahdzib,talak adalah tindakan orang terkuasai terhadap isyamg terjadi tanpa

sebab kemudian memutus nik&h.

Dalil disyari'atkan talak adalah Alquran, Sunnatian Ijma’. Dalam

Algur'an Allah berfirman Surah Al-Bagarah ayat 2Z¥bagai berikut :

** Muhammad SyaifuddirQp, Cithlm 118.
32 Abdul Aziz Muhammad Azzanfigih Munakahat (Jakarta, AMZAH, 2011), Hlm 255
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33w\chrd'j\djﬁo.g5w& GUJA&\H\
Kemudian dalam Surah Ath-Thalaq (65) ayat 1 sebagyakut :

o A g gillad ¢ L) @il 131 ) g

Jika hubungan antara suami istri begitu kuat, niglek boleh diremehkan
dan direndahkan. Segala sesuatu yang melemahkamdparb ini dibenci Islam
karena mengakibatkan luputnya manfaat dan hilangmglahat antara pasangan

suami istri tersebut. Telah kami isyaratkan padhAshRasulullah :
o 9 ke A oo 1 J gy B 1 B o 1 (o2 5 as o) o
b | doors 9,4 Lo olg 39 15 g 8lgy (B S 1 & | ie J S | jamy) )
Ss-ﬂw;‘pﬁbﬁ‘@u,ﬁ

Dari Ibnu Umar Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulull8hallallaahu

‘alaihi wa Sallam bersabdéPerbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah

*Al-Quran Surah Al-Bagarah ayat 229 yang artiny@alak (yang dapat dirujuk) dua kali.
Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang méktau menceraikan dengan cara yang baik.
*Al-Qur'an Surah Ath-Thalaq ayat 1 yang artinydlai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-
istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka padaéwmereka dapat (menghadapi) iddahnya
(yang wajar).

%> Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-AshqolaniKitab Hadits Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam.
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cerai” Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah, damsattihkan oleh

Hakim. Abu Hatim lebih menilainya Hadist Mursal.

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum talaklapat yang paling
benar adalah makruh jika tidak ada hajat yang nimlyeannya, karena talak
berarti kufur terhadap terhadap nikmat Allah. Patahn itu adalah suatu nikmat
dari beberapa nikmat Allah, mengkufuri nikmat Allahram hukumnya. Talak
tidak halal kecuali karena darurat, misalnya suagu terhadap prilaku istri atau
hati sang suami tidak ada rasa tertarik padakiatena Allah Maha Membalikkan
segala hati. Jika tidak ada hajat yang mendorolak terarti kufur terhadap

nikmat Allah secara murni dan buruk adab terhadams, hukumnya makruff.

Akan tetapi adakalanya talak itu wajib, sepertiakaya dua utusan
keluarga yang ingin menyelesaikan perpecahan pasasuami istri karena talak
inilah satu solusi perpecahan tersebut. Demikiga jialak orang yang sumpah
lla’ (tidak mencampuri istri) setelah menunggu maddah empat bulan

sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Bagarah 238-227 :

3.6.&-4&)\0\53;\30\3 ,@.&\@)xﬁ;r@:wyojjﬁ&w
37.&9&&‘&@%“}:4&&\3 L)

%0p,Cit. Abdul Aziz Muhammad Azzam. Him 258

¥Al-Qur'an Surah Al-Bagarah ayat 226 dan 227 yartinya : Kepada orang-orang yang meng-
lla’ istrinya diberi tangguh empat bulan (lamanyafemudian jika mereka kembali (kepada
istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampgn Maha Penyayang. Dan jika mereka
berazam (bertetap hati untuk) thalaq, maka sesungga Allah Maha Mendengar lagi Maha
Mengetahui.
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Ada beberapa alasan yang memberikan hal talak kepadmi, yaitu

sebagai berikut :

a. Akad nikah dipegang oleh suami. Suamilah yang meeijab dari
pihak istri waktu dilaksanakan akad nikah.

b. Suami wajib membayar mahar kepada istrinya wakad akkah dan
dianjurkan membayar uangut’ah (pemberian sukarela dari suami
kepada istri) setelah mentalak istrinya.

c. Suami wajib memberi nafkah istrinya pada masa périennya dan
pada masadah apabila ia mentalaknya.

d. Perintah-perintah mentalak dalam Alquran dan Hbedisyak ditujukan
kepada suamt

D. Syarat-syarat Sahnya Talak

Syarat-syarat sahnya talak baik yang berlaku ustakni, istri atasighat

thalaq, dijelaskan sebagai berikut:

1. Syarat-syarat seorang suami yang sah menjatuhleniaéah:
a. Berakal sehat
b. Telahbaligh, dan

c. Tidak karena paksaan

Sepakat para ahfigh bahwa sahnya seorang suami menjatuhkan talak

lalah telah dewadladligh dan atas kehendak sendiri, bukan karena terpaksa a

%¥0p, Cit. Muhammad Syaifuddijrlm. 118.
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ada paksaan dari pihak ketiga. Dalam menjatuhkiak suami tersebut harus
dalam keadaan berakal sehat. Apabila akalnya setaggnggu, maka ia tidak

boleh menjatuhkan talak.

2. Syarat-syarat seorang istri supaya sah ditalak isiyanmalah telah terikat
dengan perkawinan yang sah dengan suaminya (apaiakh nikahnya
diragukan kesahannya, maka istri itu tidak daptlak oleh suaminya).
Istri harus dalam keadaan suci yang belum dicagah suaminya dalam
waktu suci itu, dan istri yang sedang hamil.

3. Syarat-syarat padaighattalak.

Sighat sah apabila :

a. Ucapan suami itu disetai niat menajtuhkan talalapstlinya.

b. Suami mengatakan kepada Hakim bahwa maksud ucapannyntuk
menyatakan talak kepada istrinya. Apabila ucapanitya tidak
bermaksud untuk menjatuhkan talak kepada istrimgkasighat talak

yang demikian tadi tidak sah hukumnnya.

Syarat-syarat sighat talak:

a. Dewasa ataBaligh.
b. Berakal sehat.
c. Atas kehendak sendiri.

d. Betul-betul bermaksud menjatuhkan talak.
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E. Proses Hukum Talak

Seorang suami yang beragama islam yang akan meaerstinya,
menurut Pasal 66 jo. Pasal 67 Undang-undang Nomi@hidn 1989 jo. Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang NontrT&hun 2009,
mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama ummémigadakan sidang
guna menyaksikan ikrar talak. Jadi, dalam prosdsurnucerai talak, suami
berkedudukan hukum sebagai pemohon, sedangkanbeskedudukan hukum

sebagai termohoff.

Juga dijelaskan dalam Pasal 14 Peraturan Penteridanor 9 Tahun
1975 tentang Tatacara Perceraian adalah “Seoraramiswang telah
melangsungkan perkawinan menurut agama islam, yakan menceraikan
istrinya, mengajukan surat kepada pengadilan diérntipggalnya, yang berisi
pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikanyiatdisertai dengan alasan-
alasan serta meminta kepada Pengadilan agar dradakang untuk keperluan

Itu”.

Permohonan soal penguasaan anak, nafkah analghnefki dan harta
bersama suami istri dapat diajukan bersama-samgadepermohonan cerai
thalag ataupun sesudah ikrar thalaq diucapkan, 3adgketa perkawinan yang
dapat diselesaikan di Pengadilan Agama, tidak hamykara perceraian (cerai

thalag dan cerai gugat) saja, tetapi juga senggetgjuasaan anak, sengketa

*Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undorgor 3 Tahun 2006 jo. Undang-
undang Nomor 50 Tahun 2009.
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nafkah anak, sengketa nafkah istri, dan sengkata bersama suami dan istri,
yang merupakan akibat-akibat hukum dari putusnyakapenan karena

perceraian, termasuk cerai talak dan cerai gugat.

Proses hukum cerai talak di Pengadilan Agama itemasecara teknis
yuridis dalam keputusan ketua Mahkamah Agung Répubtdonesia Nomor :
KMA/O32/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku Il pethn pelaksanaan

Tugas dan Administrasi Pengadilan sebagai berikut :

1. Cerai talak diajukan oleh pihak suami yang petityaamemohon untuk
diizinkan menjatuhkan talak kepada istrinya.

2. Suami yangiddah (keluar dari agama islam) yang mengajukan peraeraia
harus berbentuk gugatan. Amar putusannya bukan erédaahb izin
kepada suami untuk mengikrarkan talak, tetapi tgbatg dijatuhkan oleh
Pengadilan Agama dalam bentuk putusan.

3. Prosedur pengajuan permohonan dan proses pemerikses talak agar
mempedomani Pasal 66 sampai dengan 72 Undang-undanmr 7
Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2008jmlang-undang
Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 sampai dengan &@GtuPan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

4. Selama proses pemeriksaan cerai talak sebelumgsmmbuktian, istri
dapat mengajukan rekomendasi mengenai nafkah aatéghmadhiyah,
nafkah iddah, mut'ah.Sedangkan harta bersama dzadlanah sedapat

mungkin diajukan dalam perkara tersendiri.
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5. Selama proses pemeriksaan cerai talak, suami dakrmohonannya
dapat mengajukan permohonan provisi, demikian jsigadalam gugatan
rekonvensinya dapat mengajukan provisi tentanghbaklyang diatur
dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tadit 1

6. Pengadilan Agama secaea officiodapat menetapkan kewajiban nafkah
iddah atas suami untuk istrinya, sepanjang istrinya titsakukti berbuat
nusyus,dan menetapkan kewajibanut'ah (Pasal 41 huruf ¢ Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf a lddtompilasi
Hukum Islam).

7. Dalam pemerikasaan cerai talak, Pengadilan Agandaps¢ mungkin
berupaya mengetahui jenis pekerjaan suami yang j@dn pasti, dan
mengetahui perkiraan mendapatkan rata-rata perbutdnk dijadikan
dasar pertimbangan menetapkan nafkah amait;ah, nafkah madhiyah,

dan nafkahddah.

F. Pemberian Nafkah Setelah Perceraian

1. Pengertian Nafkah

Nafkah adalah pengeluaran yang biasanya dipergnnakeh seorang
untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untukigeomang yang menjadi
tanggung jawabny®.Ulama figih sepakat bahwa minimal yang harus dite{an

adalah yang dapat memenuhi kebutuhan pokok, yalakaman, pakaian, dan

*° Sirojudin AR.Eksiklopedi Hukum Islang)akarta, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003),HIn81.2
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tempat tinggal. Untuk kebutuhan yang terakhir menurut ulama figih, tidak
harus milik sendiri, boleh dalam bentuk kontrakapabila tidak mampu untuk

memiliki sendiri.

Didalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dalam BAX®/II Pasal 149
dijelaskan bahwa bilamana Perkawinan putus karalek,tmaka bekas suami

wajib :

a. Memberikan mut’ah yang layak keepada mantan isrirbaik berupa
uang atau benda, kecuali mantan istri tersebutacabdukhul;

b. Memberi nafkah, mas kawin dan kiswah kepada mastarselama dalam
iddah, kecuali mantan istri telah dijatuhi talakifhatau nusyur dan dalam
keadaan tidak hamil;

c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, ségraruh apabila
gobla al dukhul;

d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yahgrbmencapai

umur 21 tahun.

Dalam kajian Figh Keluarga Islam mewajibkan pereampyang ditalak
dengan kecukupan harta untuk melindungi dari jiwejyang dengki dan
benci®® Memberikan udara yang harum dengan penuh kehaldaankasih

sayang. Allah berfirman dalam Surah Al-Bagarah @yt :

* Op.citAli Yusuf As-Subki HIm 342
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2 izl Jo U OB g mad U g Cllaol
Juga pada ayat yang lain, Allah berfirman dalanaB#l-Bagarah ayat 236 :

B . .
oy B plodl fo g0y Alb aw godl Jo 2 s g

Nafkah bagi perempuan yang dicerai jika ia dal@adaan hamil sampai
melahirkan. Apabila istrinya mempunyai anak jugaibvdiberikan nafkah untuk
pemeliharaan anak sampai anaknya dewasa dan bmsameafkah sendiri. Jika
ia tidak dalam talaka’in maka selama masddabh. Istri adalah perempuan yang
diceraikan bukan yang ketiga. Hal tesebut sebagpidvadanya hubungan antara
istri dengan suaminya, dengan adanya janin jikéni&t dalam keadaan hamil.
Atau kekuasaan suami untuk kembali kepadanya gikanya tidak dalam talak

ba’in.**
2. Beberapa permasalahan dalam Nafkah Istri.

Ulama figih mengemukakan persoalan penting yandat@n dengan

nafkabh istri, diantaranya sebagai berikut :

* Al-Quran Surah Al-Bagarah ayat 241 yang artink@pada wanita-wanita yang diceraikan

(hendaklah diberikan oleh suaminya ) mut'’ah menyeautg makruf, sebagai suatu kewajiban bagi
orang-orang yang bertagwa.

* Al-Quran Surah Al-Bagarah ayat 236 yang artinyzan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah
(pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu mekemiampuannya dan orang yang miskin

menurut kemampuannya (pula)

* Op.citAli Yusuf As-Subki HIm 343
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a. Keengganan suami membayar nafkah atau suami tidaknpon
Apabila suami enggan membayar nafkah istrinya, regicn ia telah
menentukan nafkah istrinya atau hakim telah mekatapafkah wajib
yang harus dibayarkannya, maka menurut ulama figikumnya
sebagai berikut. Apabila suami itu orang yang maman memiliki
harta, maka hakim berhak menjual harta itu secaaksg dan
membayarkan nafkah istrinya sesuai dengan kebutyharApabila
harta suami yang mmapu itu tidak diketahui danng&r menuntut
kepada hakim, maka hakim boleh memenjarakannya aanap
membayar nafkah istrinya tersebut. Akan tetapibdé@aernyata suami
itu memang tidak mempunyai harta, maka ia tidalelbalipenjarakan
sekalipun istrinya mengajukan gugatan kepada hakim.

b. Nafkah istri dalam iddah dan dalam keadaan hamiama figih
sepakat bahwa istri yang dicerai suaminya dengiak taj'i (talak
kesatu dan kedua) selama masa iddahnya berhakimareafkah dari
suaminya itu. Akan tetapi, apabila iddahnya karevefat, maka
menurut ulama figih, istrinya tidak berhak menerimafkah. *°
Mazhab Maliki memberikan pengecualian dalam masdk&hpat
tinggal. Menurut mereka, apabila rumah yang ditdmis&ri adalah
milik suami atau rumah kontrakan, tetapi telah y#vasewanya

sebelum suami wafat, maka istri tersebut berhakemeati rumabh itu

* Op, Cit Sirojudin AR.HIm. 1283
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selama masa iddahnya. Namun terdapat perbedaaagasmtiantara
ulama figih apabila istri tersebut dalam masa télakn (talak yang
dijatuhkan suami dan suami tidak berhak lagi rujeknbali kepada
istrinya, kecuali dengan akad nikah dan mahar \zergy). Mazhab
Hanafi tetap mewajibkan nafkah (makanan, pakaian,rdmah) bagi
suami terhadap istrinya dalam iddah tala&k'in. Mazhab Hanbali
berpendirian tidak wajib bagi suami membayar nafistinya karena
Rasulullah SAW tidak menetapkan nafkah bagi Fabmé Qais yang
dithalag suaminya dengan talb&'in. Sedangkan Mazhab Maliki dan
Syafi'i mengambil jalan tengah. Menurut mereka; igrsebut berhak
mendapatkan tempat tinggal, sedangkan makanan a@eaiap tidak
berhak. Alasan mereka didasarkan firman Allah SValRm suratAt-

thalaq (65)ayat 6 sebagai berikut :

Olg ks 1giiad (2 g 5 LT Y oS dor 5 o0 @S S 0 (2 355l
yﬁ@rg&b)\d@&lw&@fwb\}ib@&wa'ﬂj\j
7V d g2 pd o3 o W Ol By prat oS 19,03 19 (2 o 1y 2 5 92
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**Al-quran Surah Ath-Thalaq (65) ayat 6 yang artifif@mpatkanlah mereka (para istri) di mana

kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu darajdalj kamu menyusahkan mereka untuk
menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri- yang sudah ditalak) itu sedang hamil,

maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga kaefeersalin, kemudian jika mereka

menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikardapada mereka upahnya; dan

musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatajgdn baik; dan jika kamu menemui

kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukark(@npuntuknya.
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3. Nafkah Anak

Ulama figih sepakat menyatakan bahwa ayah berklearajmembayar
nafkah anak-anaknya , berdasarkan dalam firmal hAIBNVT dalam surah

Albagarah(2) ayat 233 :

AFL'DJJ\('.QO\ :\)\&J&:M\.{‘;mj?yé '}b\&bﬁ&\.ﬂ\}‘\j
Y ST Y Sned b o 555 8 3y 413 P gadl o
sy&)\g\&jsﬂﬁd;333.4‘23&.\13.,5.\1\3)\_'4?3!L@M3
2N Ol WShe 7 Lr BB 59 Ladg Legee 2 15 o8 Y Lad 131y OB &)
U ezl b gzados 131 0SCe = Lor Db @S3Y1 Igne 2 OF 05

7 s O ghosi Loy dll 1 O 1g0de 19 0 19815 By mall

Ulama figih sepakat menyatakan bahwa anak-anakakerhenerima

nafkah dari ayahnya apabila memenuhi syarat-sgatetgai berikut :

a. Apabila ayah mampu untuk memberikan nafkah mere¢&a paling
tidak mampu untuk bekerja mencari rezeki. Apabil@ha tidak

mampu, baik karena memang tidak punya harta matigak mampu

“Al-quran Surah Al-Bagarah ayat 233 yang artiny@afa ibu hendaklah menyusukan anak-
anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yangnimgenyempurnakan penyusuan. Dan
kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada plm dengan cara yang makruf.

Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadaamggupannya. Janganlah seorang ibu
menderita kesengsaraan karena anaknya dan jugaaegasyah karena anaknya, dan waris pun
berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin meitydsebelum dua tahun) dengan kerelaan
keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada daaa keduanya. Dan jika kamu ingin

anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak adaadbagimu apabila kamu memberikan
pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepaltkh Alan ketahuilah bahwa Allah Maha

Melihat apa yang kamu kerjakan.
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bekerja mencari nafkah, maka ia tidak wajib membangdkah anak-
anaknya.

b. Anak itu tidak memiliki harta sendiri dan tidak athelum mampu
mencari nafkah sendiri. Apabila anak itu memilikafkmh atau
pekerjaan tetap, maka ayahnya tidak wajib membamaykah.

c. Menurut Mazhab Hanbali, antara anak dan ayah tidakeda agama.
Akan tetapi, menurut jumhur ulama, perbedaan agayaé dengan
anak tidak menghalangi kewajiban ayah membayarkafkah

anaknya.

Anak-anak yang berhak menerima nafkah dari ayaladaah sebagai

berikut :

a. Anak yang masih kecil, yang belum mampu mencakatatendiri.

b. Anak wanita yang miskin sampai ia bersuami, apahkilmempunyai
pekerjaan tetap, maka ayahnya tidak wajib lagi nerabnafkahnya.

c. Anak yang masih menuntut ilmu, sekalipun telah manhmekerja

mencari rezeki.
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BAB IV

ANALISIS PEMBERIAN NAFKAH ISTRI
YANG SUDAH DITALAK
PADA MASYARAKAT DESA MAYAPATI

A. Tinjauan Figh Munakahat Terhadap Pemberian Nafkah Istri yang

sudah Ditalak di Desa Mayapati

Nafkah secara etimologi berasal da#sil’ yang berarti “belanja”,
“kebutuhan pokok” dan juga berarti “biaya” atau puengeluaran uang, sekilas
bisa dipahami kalau nafkah tentu berkaitan dengdutkihan hidup sehari-hari

bagi manusia.

Sedang menurut Zakiyah Darajat dalam bukunya “ IlRigh” beliau
mendefinisikan nafkah berarti “belanja”, maksudngdalah sesuatu yang
diberikan oleh seseorang kepada istri, kerabatm#iknya sebagai keperluan
pokok bagi mereka, keperluan pokok seperti makampakaian dan tempat
tinggal. Definisi ini mengandung pengertian bahwékah adalah segala macam
kebutuhan hidup manusia bagi kebutuhan pribadingapun kebutuhan bagi
orang di luar dirinya. Sulaiman Rasyid mendefirasiknafkah yaitu semua hajat
dan keperluan yang berlaku menurut keadaan danateygy sehingga tidak
dibatasi apakah mesti pokok, tidak pokok, atau kelutuhan pelengkap, sebab

kewajiban nafkah menurut beliau yang dimaksud tidekatas pada kebutuhan
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pokok, sehingga jika masing-masing yang memiliki hafkah dan kewajiban
nafkah kebutuhan-kebutuhan pokoknya, sudah tehpentetap terkena
kewajiban memenuhi kebutuhan meskipun kebutuharidak pokok, artinya
kebutuhan itu tergantung (Fleksibel) sesuai deng@adaan dan tempatnya.

Menurut hukum Islam nafkah dibagi secara bglo menjadi dua
macaniPertama: nafkah untuk dirinya sendiri yakni kewajiban sea manusia
untuk memikul beban tanggung jawab dalam rangka enetni kebutuhannya
sendiri, untuk kesejahteraan jasmani, dan roharseypdiri.Kedua: nafkah untuk
orang di luar diri, tentu saja dalam hal ini adaatak istri orang tuanya dan
berbagai macam tanggung jawab nafkah bagi oranggataluar diri manusia itu
sendiri.

Sedang pengertian nafkah dalam perceraibaga@amana terdapat dalam
tafsir as-Sabuni, bahwa nafkah itu diartikan sebag'ah yang berarti
pemberian seorang suami kepada istrinya yang dkeerabaik itu berupa uang,
pakaian atau pembekalan apa saja sebagai bantmapedghormatan kepada

istrinya itu serta menghindari dari kekejaman talakg dijatuhkannya itff
B. Pemberian Nafkah Istri yang sudah Ditalak dalam Ishm

Para fugaha berbeda pendapat, ada Fugaha yangndappé bahwa
nafkah (mut’ah) itu wajib diberikan kepada istringadiceraikannya, apabila

suami telah sempat berhubungan dengannya, baikrmahielah ditentukan atau

*8 http://syamsuljosh.blogspot.co.id/2012/06/pemberiafkah-bagi-mantan-isteri.httliakses
tnggal 07 Oktober 2015 pukul 10:48 WIB
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belum, dan juga kepada istri yang telah dicerademelum sempat dicampurinya
apabila maharnya telah ditentukan. Hasan Basrielbelgpat bahwa mut’ah itu
wajib, hal ini didasarkan pada firman Allah dalamar& al-Bagarah (2): 241.
Persolan mut'ah juga dimuat dalam Kompilasi Hukwstarh antara lain pasal
158, yang menyatakan Mut'ah wajib diberikan olehntam suami dengan
syarat:a. Belum ditetapkan mahar bagi istba’da dukhulb. Perceraian itu atas

kehendak suami.

Biaya penghidupan juga diatur dalam hukum positilndlonesia yaitu
yang berlaku di Pengadilan termuat dalam UndangsigdNo. 1 Tahun 1974,
tentang Perkawinan pasal 41 c, yang berbunyi: R#lagadapat mewajibkan
kepada mantan suami untuk memberikan biaya pengfmdan atau menentukan

sesuatu kewajiban kepada mantan isteri.

Sedangkan menurut Imam asy-Syafi'i, diwajibkan Wrgetiap istri yang
diceraikan, jika putusan perkawinan datang daralpisuami, fugaha Dahiri juga
sependapat dengan hal ini, Imam asy-Syafi'i merkbarpengecualian bagi istri
yang telah ditentukan mahar untuknya dan dicetzélsen digauli, jumhur ulama

juga memegangi pendapat ini.

Imam Malik berpendapat sebaliknya, hukum memberikat'ah hanya

dianjurkan fhustasap dan tidak wajib untuk semua wanita yang ditalak,
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sedangkan maskawin belum ditetapkan dan dianjubbgn wanita yang ditalak

dan maskawin telah ditentukah.

Dari uraian diatas, maka penulis dapat menariknikegian sementara
mengenai hal tersebut bahwa pemberian nafkah taphistii yang sudah dialak
dianjurkan dalam Islam dikarenakan untuk keperldalangsungan hidup

keluarga yang ditinggalkan.

Sebagaimana dalam perkawinan yang memuat hak deajilkan antara
suami dan istri, demikian juga jika terjadi peri@namaka ada akibat hukum
darinya. Hal ini untuk menjaga adanya keseimbamtzankeadilan, sebab ketika
mereka pertama kali melangsungkan perkawinan gghiketika berpisah pun

juga harus secara baik-baik.

C. Kajian Fgih Munakahat Tentang Nafkah Istri

Secara rasional, kewajiban nafkah karena hubungarkawinan
disebabkan karena istri adalah salah satu "sunMetutfunan. Nafkah itu sendiri
merupakan imbalan terhadap terhalangnya istri m&kk usaha dan menikah
dengan orang lain, karena adanya pernikahan deyganbalam hal ini
diberlakukan kaidah umum: "Setiap orang yang ditgilaari keuntungan lain,
wajib dinafkahi" Secara kasat mata, nafkah terhastaiptersebut sama fungsinya

dengan gaji yang diterima para pegawai, sepertiinmakim dan sebagainya.

* Op.cit . http://syamsuljosh.blogspot.co.id/2012/06/pemberiafkah-bagi-mantan-isteri.html
diakses tnggal 07 Oktober 2015 pukul 11:08 WIB
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Hak nafkah yang dimiliki istri itu tetap berlanjsampai masa 'idah, kalau
antara mereka terjadi perceraian. Namun demikiasamdah yang hak penuh itu
tetap dimiliki istri adalah masa ‘idah talak rajlig sama sekali tidak memiliki hak
nafkah dalam masa ‘'idah karena kematian. Sedarggrpasa 'idah talak ba'in, ia
bisa mendapatkan hak itu dalam keadaan tertentujutgm tidak mendapatkan
hak itu dalam keadaan yang lah.

1. Nafkah idah dalam masa talak raj'iy.

Dalam masa idah ini, menurut kesepakatan ulamanisbarkewajiban
memenuhi semua kebutuhannya, seperti makanan,apakdan tempat tinggal.
Karena dalam masa ini suami masih berpeluang unijuk kepadanya. Tentang
jumlah nafkah, jumhur ulama, selain ulama Syafdlyy menetapkan bahwa
jumlah nafkah itu diberikan secukupnya. Mereka Kigaengemukakan jumlah
pasti dalam penentuan nafkah tersebut, tapi harngaetapkan sesuai dengan
kemampuan suami.

Tentang pakaian, ulama fikih sepakat menyatakanwhalnal itu
tergantung dari kemampuan suami, karena tidak adayang menentukan kadar
dan jumlahnya. Akan tetapi, menurut mereka, hakabebbmenentukan kadar dan
jumlahnya dengan mempertimbangkan keuangan suantukUempat tinggal,
suami juga berkewajiban menyediakannya dengan niersdéediri, menyewa,

meminjam, atau didapatkan melalui wakaf seseorang.

*% Op.citAli Yusuf As-Subki HIm 351
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2. Nafkah iddah dalam masa talak ba’in
Kalau istri dalam keadaan hamil, menurut kesepatama, maka suami
berkewajiban memenuhi semua kebutuhannya, sepakaman, pakaian, dan
perumahan. Akan tetapi, kalau ia tidak hamil, thrigerbedaan pendapat ulama.
Menurut ulama Hanafiyyah, suami tetap berkewajibam@menuhi semua
kebutuhannya. Penyebabnya adalah karena si sus@bt#lah yang membuat si
isteri tersebut berada dalam masa iddah.
3. Nafkah dalam masa iddah kematian suami
Berdasarkan kesepakataittifaq) ulama, perempuan dalam masa iddah
karena kematian suami tidak berhak mendapatkanahafieskipun ia dalam
keadaan hamil. Karena dengan meninggalnya suanmka rbarakhir pulalah
hubungan suami istri. Akan tetapi, ulama Malikiyaengatakan bahwa ia tetap
memiliki hak nafkah selama masa iddah, dengan syaraah yang mereka
tempati adalah rumah milik suaminya atau yang tdlbhyar uang sewanya oleh
suaminya.
4. Nafkah idah karena pernikahan fasid atau syubhat
Menurut jumhur ulama, perempuan yang dalam masd idari
perkawinan fasid atau syubhat tidak memiliki hakkah, sebagaimana ia tidak
memiliki hak yang sama pada masa pernikahannya.uNasemikian, menurut

ulama Malikiyah, kalau ia dalam keadaan hamil, maleang yang menghamilinya
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berkewajiban memenuhi nafkahnya, karena ia yangbuatrperempuan tersebut
berada dalam idah.

D. Proses Pemberian Nafkah di Desa Mayapati

Menurut Ahmad Gudang Rohim (P3N Desa Mayapatijamabroses
pemberian nafkah istri yang sudah ditalak di Desaydpati Kecamatan
Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan llir adalah $etekdalui proses Perceraian
yang tidak sampai ke Pengadilan Agama, mantan syang sudah mentalak
istrinya tidak memberikan nafkah kepada mantamisirdalam keadaan apapun.
Mantan suami tidak ada pertanggung jawaban dak titemperdulikan dengan
keadaan apapun istrinya, apakah istrinya itu daleadaan sakit, hamil,

menyusui dan lain sebagainya.

Menurut Muhammad Bani (pihak yang bercerai) daitigak memberikan
nafkah kepada mantan istri yang sudah ditalaknygate talak satu dikarenakan
ketika bercerai dengan proses penyelesaian yangahdilakukan dipejabat
pemerintahan setempat sehingga tidak mengetahunihuafkah kepada mantan
istri setelah selesai perceraian tanpa memperduldengan keadaan apapun

mantan istrinya?

Menurut Daud Saputra (pihak yang bercerai) tiddderikannya nafkah

istri yang sudah ditalaknya dengan talak satu &dgkjadi perceraian dikarenakan

> Wawancara, Bapak Ahmad Gudang Rohim (P3N Desa Maiyapada tanggal 10 Oktober
2015 Pukul 10:30 WIB.

> Wawancara, Muhammad Bani (pihak yang berceragaRanggal 11 Oktober 2015 Pukul
13:15 WIB
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dia menilai ketika sudah terjadi perceraian hubang@ami istri itu sudah putus,
maka putuslah juga tanggung jawab dan kewajibammisuarhadap mantan
istrinya dengan segala keadaan apapun mantary&tyang berarti juga dengan
pemberian nafkah juga berakhir tidak ada lagi permbemantan suami kepada

istrinya>?

Menurut Bassika Candra (Pihak yang bercerai) tid@&knberikan nafkah
diantara mantan suami terhadap mantan istri yadghsditalaknya dengan talak
satu adalah dikarenakan keadaan ekonomi yang merhibarag kesadaran akan
tanggung jawab terhadap mantan istri dengan mekavenafkah tersebut, proses
perceraian yang hanya dilakukan dipejabat peméiantasetempat dikarenakan
faktor ekonomi membuat hilangnya tanggung jawabtarasuami terhadap istri

yang sudah dithalagnya.

Menurut Rhamadhan Putra (pihak yang bercerai)atetgercerai dengan
istrinya dengan talak satu, mantan suami pergi mb&wa untuk mencari
penghidupan dengan waktu yang cukup lama sehingig&k memberikan nafkah
kepada mantan istrinya. Walaupun mantan suami nemgiebahwa istri yang
sudah ditalaknya kalau dalam keadaan hamil sangahemukan pemberian

nafkah kepada bayi yang dikandung istrinya melalunya>

> Wawancara, Daut Saputra (pihak yang bercerai). Radmal 12 Oktober 2015 Pukul 11:00
wIB

>*Wawancara, Bassika Candra (pihak yang berceraip Bamggal 14 Oktober 2015 Pukul 14:00
wIB

> Wawancara, Rhamadhan Putra (Pihak yang berceealp fanggal 16 Oktober 2015 Pukul
10:30 WIB
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Menurut Sudirman Suud (pihak yang bercerai) Baicdengan proses
perceraian di Pejabat Pemerintahan Desa setempgamelalak satu, dengan
kendala ekonomi yang membuat Perceraian tidak sakepBengadilan Agama,
setelah mentalak istrinya, mantan suami pergi nasanuntuk mencari
penghidupan atau bekerja ke daerah lain yang menmbaatan suami tidak

memberikan nafkah kepada mantan istrirfya.

Menurut Zakaria Sarmadi (pihak yang bercerai) Beiccuma selesai di
P3N (pejabat pemerintahan setempat) setelah mkns#lmya dengan talak satu,
setelah itu suami benar-benar tidak mengetahuirdban istrinya yang pulang
kerumah istrinya, yang kemudian orang tua istririigak memberitahukan
keberadaan mantan istrinya, walaupun ada niat dantan suami untuk

memberikan nafkah kepada mantan istrirfya.

Menurut Pahrulrozi (pihak yang bercerai) Mantaarsumentalak istrinya
dengan talak satu di Pejabat P3N Desa setempagtdieadaan istrinya hamil
enam bulan, setelah bercerai dengan istrinya, masii@gnya dijemput oleh orang
tuanya dan sampai melahirkan mantan mertuanya tidakgizinkan untuk

bertemu dengan mantan istrinya dan anaknya. Watampantan suami ingin

*® Wawancara Lanjutan, Sudirman Suud (pihak yang beilc€ada tanggal 29 November 2015
Pukul 11:30 WIB.

*’ Wawancara Lanjutan, Zakaria Sarmadi (pihak yangdrai). Pada tanggal 02 Desember 2015
Pukul 14:15 WIB.
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bertemu mantan istrinya dan memberikan nafkah kepadknya melalui ibunya.

Akan tetapi, terhalang oleh mertua yang tidak meikae izin®

Menurut Basri Usman (pihak yang bercerai) Prosesgraian Cuma
dipejabat P3N Desa, tidak sampai di Pengadilan Ag&watelah mentalak istrinya
dengan talak satu, mantan suami pergi meninggaktamya setelah istrinya
pulang kerumah orang tuanya karena merasa maluadepgyceraian tersebut.
Setelah perceraian itu mantan suami tidak pernambeekan nafkah kepada
mantan istrinya dikarenakan mantan suami berpendbphwa sudah lepas
tanggung jawabnya dan juga tidak adanya tuntutanpildak mantan istri dan

juga keluarga mantan istrinya.
E. Faktor-faktor Putusnya Pemberian Nafkah Istri Setehh Perceraian

Ada beberapa Faktor yang melatarbelakangi tidéerdiannya nafkah

istri oleh mantan suami adalah sebagai berikut :

1. Proses Perceraian yang tidak sampai ke meja Pémgaligama hanya
selesai pada tahapan pejabat peemerintahan desapsét yang
mengakibatkan hilangnya akibat hukum yang menetykbak mantan

suami untuk memberikan nafkah kepada mantan igamg membuat

> Wawancara Lanjutan, Pahrulrozi (pihak yang beryePsida tanggal 04 Desember 2015 Pukul
16:30 WIB.

> Wawancara Lanjutan, Basri Usman (pihak yang beicdtada tanggal 06 Desember 2015
Pukul 14:00 WIB.
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mantan suami melepaskan tanggung jawab dengaradeggdaan mantan
istrinya°

2. Hilangnya tanggung jawab mantan suami terhadap anaistri yang
sudah ditalak dikarenakan tidak adanya arahan atsehat dari dari
pejabat pemerintahan desa setempat seperti P3NydgamAdat dan lain
sebagainya. Yang membuat mantan suami tidak medngetpakah
diwajibkan atau malah tidak ada tanggung jawab ssekali dari mantan
suami terhadap mantan istti.

3. Pemikiran masyarakat terutama pihak yang berceaiwh ketika
terjadinya perceraian berarti putusnya hubunganmsugstri dan
kekeluargaan maka putuslah juga tanggung jawabamantami terhadap
nafkah istri yang sudah ditalakn$fa.

4. Kebanyakan mantan istri yang sudah ditalak olemsusa malu dengan
terjadinya perceraian itu maka mereka pergi tidéketdhui tempat
keberadaannya untuk mencari nafkah sendiri demghiduapi dirinya dan
juga tidak adanya keinginan lebih dari mantan suamtuk mencari
keberadaan mantan istrin§.

5. Ketika terjadi perceraian, mantan istri yang sudahlak oleh suaminya

tidak menuntut tentang pemberian nafkah kepada anasuaminya,

*®\Wawancara, Bapak Aman Basri (Kades Desa MayajR&tija tanggal 17 Oktober 2015 Pukul
11:15 WIB.

®! Op.cit. Wawancara Daut Saputra.

®2 Op.cit. Wawancara Daud Saputra.

® Op.cit.wawancara Bassika Candra
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sehingga suami berasumsi bahwa tanggung jawab rsgfitah istri telah
selesaf’

6. Faktor ekonomi yang membuat pihak mantan suamk trdamberikan
nafkah kepada mantan istri, padahal dalam niat ihgtn memberikan
nafkah itu kepada mantan istri, terutama kepada padntan istri yang
sedang hamil dan tidak mempunyai pekerf&an.

7. Faktor mantan mertua yang mengahalangi suami bertiangan mantan
istrinya, jangan untuk memberikan nafkah anak raelatrinya, bertemu

saja sudah tidak diizinkan oleh merf§a.

Hak istri yang bercerai dari suaminya dihubungkamgén hak yang

diterimanya itu ada 3 (tiga), macam ( Prof.DR. ABwyarifuddin) yaitu:

1).Istri yang dicerai dalam bentuk talak raj'i, @al hal ini para ulama sepakat
bahwa hak yang diterima mantan istri adalah persgéipagaimana yang
berlaku pada saat berumah tangga sebelum terjackerpean, baik sandang

maupun pangan dan tempat kediaman.

2).Seorang istri yang dicerai dalam bentuk ba’pgkah itu ba’in sughra atau
ba'in kubra, dan dia sedang hamil berhak atas haflan tempat tinggal.
Dalam hal ini para ulama sepakat, dasar hukum yergbil oleh golongan

ini adalah Al-Qur'an surat At-Thalaq ayat 6. Tetéjga istri tersebut dalam

* Op.cit Wawancara Rhamadhan Putra
® Op.citWawancara Muhammad Bani
® Op.cit. wawancara Lanjutan. Pahrulrozi.
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keadaan tidak hamil, maka terdapat perbedaan pandeperti antara lain
Ibnu Mas’ud, Imam Malik dan Imam Syafi'i bekas iggrsebut hanya berhak
atas tempat tinggal dan tidak berhak atas nafkatapén lbnu Abbas dan
Daud Adzdzahiriy dan beberapa ulama lainnya bemggaatcbahwa bekas isteri
tersebut tidak mendapat hak atas nafkah juga tertipggal, mereka
mendasarkan pendapatnya pada alasan bahwa perkatinaah putus sama
sekali serta perempuan itu tidak dalam keadaan amelgng.. Mungkin
pendapat ini yang dipakai dasar dalam ketentuan détdm hal istri dijatuhi
dengan bain dan dalam keadaan tidak hamil tidakdapatkan nafkah,

maskan dan kiswah ( Pasal 149 huruf (b) KHI.

3). Hak istri yang ditinggal mati oleh suaminyalaBistri tersebut dalam
keadaan mengandung para ulama sepakat istri itoakextas nafkah dan
tempat tinggal, namun bila tidak dalam keadaan haama ulama terjadi
perbedaan pendapat yaitu: Imam Malik. Imam Syafrigngatakan “berhak
atas tempat tinggal”, sedangkan sebagian ulamayaiseperti Imam Ahmad
berpendapat bila istri tidak hamil maka tidak b&rlagas nafkah dan tempat

tinggal, karena ada hak dalam bentuk warisan.

Fatwa Rasulullah tentang nafkah adalah Hindun dsdri Abu Sufyan
bertanya kepada Rasulullah SAW, ia berkata : “Sgguimya Abu Sufyan adalah
lelaki yang pelit. Dia tidak memberikan nafkah yadgup untuk aku dan anakku,

kecuali dengan apa yang aku ambil darinya tanpangggiahuannya”. Rasulullah
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SAW bersabda : “ Ambillah apa yang mencukupi diridaun anakmu dengan cara

yang baik “. (HR. Bukhari dan Muslinf}.

Dari beberapa uraian dan penjelasan diatas pemdizgganalisa bahwa
seharusnya proses perceraian yang hanya dilaksardgikpemerintahan desa
setempat berdampak pada pemberian nafkah mantarolett mantan mantan
suami. Ketika mereka sudah bercerai, mantan suang yudah mentalak istrinya
merasa sudah hilang tanggung jawab kepada marttamyasyang seharusnya
harus diberikan nafkah apabila istri itu mengandungenyusui, dan tidak

mempunyai pekerjaan sampai anaknya dewasa.

*” Ibnu Qayyim Al JauziahPanduan Hukum IslanfJakarta. Pustaka Azzam, 2000), HIm 859



62

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya dapatbd kesimpulan

sebagai berikut :

1. Proses pemberian Nafkah Suami yang setelah mek@tuialak kepada
istrinya hendaklah memberikan mut'ah pada mantamys itu. Mut'ah
itu boleh berupa pakaian, barang-barang atau ussupsdengan keadaan
dan kedudukan suami. Dalam hal ini perempuan boigtta keputusan
kepada hakim menetapkan kadarnya mengingat keattrakedudukan
suami. Memberi nafkah, pakaian dan tempat kediaomok istri yang
ditalak itu selama ia masih dalam keadaan iddahabA@ habis masa

iddahnya, maka habislah kewajiban memberi nafkahnya

2. Dalam Figh Munakahat juga menjelaskan bahwa Naiftaihdalam iddah
dan dalam keadaan hamil. Ulama figih sepakat babktsayang dicerai
suaminya dengan thala@ji (Talak kesatu dan kedua) selama masa

iddahnya berhak menerima nafkah dari suaminya itu.
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B. Saran

Dari permasalahan diatas, penulis mencoba membekigatribusi saran

kepada masyarakat.

1. Pemberian nafkah istri setelah perceraian itu ditap oleh pihak
mantan suami dikarenakan apabila istri ketika suddahlak oleh
suaminya otomatis tidak mempunyai pendapatan untekcukupi
kehidupan sehari-hari, walaupun itu cuma sebatkspchanya untuk

sehari-hari.

2. Istri yang mengandung dan menyusui ketika sudahladtit oleh
suaminya perlu diberikan nafkah, karna itu sebaganberian nafkah

suami kepada anak kandungnya melalui tubuh ibunya.

3. Proses perceraian sebaiknya dilaksanakan di Pdagadigama,
dikarenakan apabila proses perceraian hanya db&eemerintahan
Desa setempat mantan suami tidak mengetahui bagaimeoses

pemberian nafkah mantan istri yang ditalaknya.



